PENJARARAN ANGGARAN DENDADATAN DAN BE!I ANTA DAEDAH
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Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah — Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
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Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4021);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoensia Tahun2000 Nomor 210, Tambahan lembaran
Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuanga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4029);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tanggal 4 Desember 2002 Nomor 11 Tahun 2002
Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 2 Januari 2003 Nomor
12 Tahun 2003 Seri C);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003




Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Terdiri atas :

1. Pendapatan :
a. PMcndapatan ashi Dacrah
b. Dana Perimbangan
c. Lain - lain Pendapatan yang Sah

2. Belanja:
APARATUR DAERAH
a. Belanja Administrasi Umum
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Modal/Pembangunan

PELAYANAN PUBLIK

Belanja Administrasi Umum
Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Modal

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan
Keuangan

e. Belanja Tidak Tersangka

apoo

Defisit
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
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Rp.413.760.585.500,00
Rp. 27.550.000.000,00

Rp.102.060.301.665,00
Rp. 62.186.895.165,00
Rp. 14.947.382.230,00
Rp. 24.926.024.270,00

Rp.443.638.112.135,00
Rp.271.600.143.761,00
Rp. 54.631.943.341,00
Rp. 67.530.301.609,00
Rp. 49.125.723.424,00

Rp.  750.000.000,00

Rp. 18.630.000.000
Rp. 2.426.000.000

Rp.529.494.413.800,00

Rp. 545.698.413.800

Pasal 2

Rp. 16.204.000.000

Rp. . 16.204.000.000

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran Keputusan

ini. Terdiri dari :

Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD
Lampiran II : Rincian Penjabaran APBD

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SIDOARIO
pada tanggal 23 Januari 2003

BUPATT SIDOA

H. WIN HENDRARSO




